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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak yang berlangsung pada tanggal 
1 Juli sampai 31 Agustus 2019 di Instansi Pemerintah yakni Badan Keuangan 
Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak 
Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Siak dan 
untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di 
Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber Manfaat 
dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Siak serta sebagai referensi untuk penelitian 
berikutnya.diInstansi Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yaitu untuk 
mengetahui strategi-strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak tersebut dan strategi - strategi 
tersebut adalah seperti melakukan pendataan wajib pajak 1 x 3 bulan, penetapan, 
pemungutan perbulan, dan penagihan secara door to door terhadap wajib pajak, 
meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan intensifikasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak hotel dan restoran. 
 
Kata kunci:  Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah dan 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang telah dipungut di 
Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus 
dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai 
sumber  penerimaan  daerah  ditetapkan  dengan  dasar  hukum  yang  kuat,  yaitu 
dengan  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  maupun  tentang 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 
Pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. 
Dan salah satu sumber dana daerah adalah pajak. Menurut Rochmat 
Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017 : 1). 
Pajak daerah adalah pungutan dari masyatakat oleh Negara berdasarkan 
undang – undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membaya 
dengan tidak dapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan 
untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 




Berdasarkan   data   kontribusi   pajak   hotel   terhadap Pendapatan Asli 
Daerah  (PAD) Kabupaten Siak dengan rata-rata mengalami 0,67% selama tiga 
tahun terakhir (2017-2019). Pada tahun ketahun kontribusi pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak berfluktuasi. 
Penyebab berfluktuasinya pajak hotel diKabupaten Siak dikarenakan 
kurangnya masyarakat yang menginap di hotel tersebut, apalagi kebanyakan orang 
yang menginap disitu hanya orang-orang pendatang saja seperti Turis,Camat dan   
guru-guru   atau   PNS   yang   melakukan   pelatihan,dan penghasilan yang 
mereka dapatkan tidak seimbang dengan pengeluaran, maka dari itu pengusaha 
hotel tersebut lalai untuk membayar kewajiban perpajakannya. 
Pada tahun 2017 pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Siak berperan dalam membangun jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  
(PAD)  Kabupaten  Siak  sebesar 0,67%, pada tahun 2018 jumlah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak mengalami penurunan sebesar 0,16% menjadi 
0,12%,dan pada tahun 2019 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak 
mengalami peningkatan sebesar 0,55% menjadi 1,06%. 
Penyebab berfluktuasinya pajak restoran di Kabupaten Siak dikarenakan 
banyaknya masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang restoran, meskipun 
pajak restoran tersebut selalu berfluktuasi, tetapi pajak restoran lebih tinggi dari 
pada pajak hotel, dan pajak restoran di Kabupaten Siak lebih  banyak  dari  pada  
pajak  hotel  sehingga  wajib  pajak  restoran  selalu meningkat. 
Pada tahun 2017 pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 




(PAD)  Kabupaten  Siak sebesar 2,89%, pada tahun 2018 jumlah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Siak mengalami peningkatan sebesar 0,24% menjadi 
3,13%, pada tahun 2019 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak  
mengalami  penurunan  sebesar  0,52%  menjadi  2,61%. 
Berikut ini tabel yang menyatakan jumlah hotel dan restoran yang ada di 
Kabupaten Siak. 
Tabel 1.1 
Data Pajak Hotel dan Restoran di  Kecamatan Siak  
 
NO NAMA OBJEK JUMLAH 
1 HOTEL 









-Rumah Makan Awak Juo Siak 
-SS Resto 
-Rumah Makan Wan Syafariah 
-LantaiDua Resto 
-Al Baik 
  Jumlah Hotel dan Restoran 
Di Kabupaten Siak 10 
Saat ini besarnya penerimaan daerah tingkat provinsi yang berasal dari 
pajak daerah cukup memadai. Sementara itu, penerimaan daerah tingkat 
kabupaten/kota yang berasal dari pajak daerah masih relatif kecil. Maka keadaan 
ini kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan 
bertanggungjawab   dengan   titik   berat   pada   daerah   tingkat   kabupaten/kota. 
Berdasarkan penjelasan  di atas penulis  tertarik  melakukan  penelitian 
dengan judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di 




1.2 Perumusan  Masalah 
Adapun pemasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di 
Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak? 
2. Apa Kendala yang dihadapi dalam Peningkatan Penerimaan Pajak  Hotel dan 
Restoran di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak? 
3. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Siak? 
 
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
a. Untuk  mengetahui  Strategi  Peningkatan  Penerimaan   Pajak  Hotel  
danRestoran di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Peningkatan 
PenerimaanPajak  Hotel  dan Restoran di Kantor Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten siak. 
c. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Siak. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
a. Sebagai   bahan   informasi   bagi   masyarakat   dan   Dinas   Pendapatan 
Kabupaten Siak. 









1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Tempat Penelitian 
Penelitian   ini   akan   dilakukan   di   instansi   pemerintah   yaitu berada 
di  Kompleks Perkantoran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
1.4.2 Waktu Penelitian 
Penulis melakukan penelitian pada tanggal 13 Januari s/d 30 Maret 2020 
di instansi pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
1.4.3 Jenis Data 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber 
yaitu orang yang memberikan informasi melalui wawancara. Yang mana 
dalam hal ini penulis telah mewawancarai Kasubag Program, Kasi 
Dokumentasi dan Keberatan, Kasi Penagihan Pajak Daerah, Kasi 
Pendataan dan Pendaftaran, serta beberapa pegawai Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Siak yang dianggap bisa memberikan informasi yang 
berkaitan dengan penelitian penulis. 
b. Data sekunder 
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
dokumen, catatan/arsip dilokasi penelitian yaitu di Dinas Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Siak. 
1.4.4 Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Merupakan pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan 






Interview/wawancara adalah tanya jawab kepada narasumber yang 
ada di instansi  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Siak yang 
berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Yang mana dalam 
hal ini penulis telah mewawancarai Kasubag Program, Kasi Dokumentasi 
dan Keberatan, Kasi Penagihan Pajak Daerah, Kasi Pendataan dan 
Pendaftaran, serta beberapa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Siak yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan 
penelitian penulis. 
c. Dokumentasi 
Merupakan  pemanfaatan  data-data  yang  ada  di  instansi  
tersebut,  yang mana data-data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen 
atau arsip-arsip yang ada di instasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Siak. 
1.4.5 Analisis Data 
Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu 
mengadakan analisis. Dan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian menggunakan deskripsi 
(gambaran/penjelasan) secara detail dengan melakukan pengolahan data. 
 
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan laporan ini, maka penulis akan 





BAB I    :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 
dan Sistematika Penulisan. 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini dibahas mengenai Gambaran Umum mengenai keadaan 
Instansi seperti Sejarah Berdirinya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, 
Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas. 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Pada bab ini dibahas mengenai Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem 
Pemungutan Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Pengertian Pajak Hotel dan 
Restoran, Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, di 
Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
BAB IV :  PENUTUP 














GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
2.1 Sejarah Badan Keuangan Daeah Kabupaten Siak 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah 
merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan 
dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan 
pemerintahan daerah di bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh 
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak 
dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam 
wilayah Kab. Siak yaitu meliputi kecamatan : 
1. Kecamatan Minas 




3. Kecamatan Siak 
4. Kecamatan Kerinci Kanan 
5. Kecamatan Tualang 
6. Kecamatan Dayun 
7. Kecamatan Koto Gasib 
8. Kecamatan Mempura 
9. Kecamatan Sabak Auh 
10. Kecamatan Sungai Apit 
11. Kecamatan Bunga Raya 
12. Kecamatan Pusako 
13. Kecamatan Kandis 
 
2.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 
2.2.1 Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 
Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 
berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten 
dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu 
pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Siak 2016-2021 ditetapkan visi. 
2.2.2 Misi Badan Keuangan Daerah kabupaten Siak 
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna 
mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud,  maka ditetapkan Misi Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Siak khususnya Misi Kelima yaitu “mewujudkan 






2.2.3 Uraian Tugas 
a. Kepala Badan Keuangan 
Kepala badan keuangan mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan fungsi penunjangan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang Keuangan. 
b. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun 
kebijakan, mengordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan 
mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, 
ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. 
c. Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
1) Melakukan kegiatan surat menyurat; 
2) Melaksanaan kearsipan dan ekspedisi. 
d. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Kepala Sub BagianPerencanaan mempunyai tugas: 
1) Menyusun  rencana operasionalprogram kerja Sub bagian 
Perencanaan; 
2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf. 
e. Kepala Sub Bagian Keuangan 
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
1) Membuat  rencana operasional program kerja Sub bagian Keuangan; 




f. Bidang Pembiayaan 
1) Kepala Bidang Pembiayaan 
Kepala Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 
dibidang Pembiayaan. 
2) Kepala Sub Bidang Anggaran 
Kepala Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas: 
1) Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang; 
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan,petunjuk 
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 
3) Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai 
Kepala Sub Bidang Belanja Pegawaimempunyai tugas: 
1) Menyusun program dan rencana kegiatan subbidang; 
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan,petunjuk 
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 
4) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas: 
1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang; 
2) Merumuskan kebijakan,petunjuk teknis serta rencana strategis 
sesuai lingkup bidang tugasnya. 
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
1) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan    mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 




2) Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
Kepala Sub Bidang Akutansi  dan Pelaporan mempunyai tugas : 
a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang; 
b) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 
3) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan 
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan mempunyai 
tugas: 
a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi; 
b) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 
4) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai 
tugas: 
a) Menyusun program kerja dan rencan kegiatan SubBidang 
Pengendalian dan Evaluasi; 
b) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 
h. Bidang PAD dan Dana Perimbangan 
1) Kepala  Bidang PAD  dan Dana  Perimbangan 
Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan mempunyai  
tugas  melaksanakan penyiapan  perumusan  kebijakan  teknisdan 




2) Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 
Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan 
Penetapanmempunyai tugas: 
a) Melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, 
Pendataan. 
b) Melaksanakan pendaftaran; dan 
c) Melaksanakan pendataan dan penetapan. 
3) Kepala Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan 
Pelaporan 
Kepala Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan 
Pelaporan mempunyai tugas : 
a) Menyusun program dan rencana kegiatanSub Bidang; 
b) Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan 
pengembalian restitusi pajak daerah dan retribusi daerah; dan 
c) Melaksanakan administrasi penerbitan dokumen penagihan pajak 
daerah dan retribusi daerah. 
4) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan 
Perundang-undangan 
Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan 
Perundang-undangan mempunyai tugas : 
a) Menyusun program dan rencana kegiatan SubBidang 
Pemeriksaan,Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan; 




pengembalian restitusi pajak daerah dan restribusi daerah; dan 
c) Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Pemeriksaan, 
Keberatan dan Peraturan Perundang - undangan. 
i. Bidang PBB dan BPHTB 
1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB 
Kepala  Bidang PBB  dan  BPHTB mempunyai  tugas  
melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan  teknis  dan  
pelaksanaan  kebijakan  di bidang  PBB  dan BPHTB. 
2) Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan 
BPHTB 
Kepala Sub Bidang Intensifikasi danEkstensifikasi PBB dan 
BPHTB mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendaftaran 
baru objek PBB  sebagai objek baru yang belum terdaftar pada 
administrasi  PBB dan sismiop PBB. 
3) Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB 
Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai 
tugas melaksanakan penatausahaan dan pemprosesan dokumen masuk 
diSub Bidang penagihan. 
4) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 







j. Bidang Aset 
1) Kepala Bidang Aset 
Kepala Bidang Aset mempunyai  tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 
diBidang Aset. 
2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi 
Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan 
Investasimempunyai tugas menyusun program kerja dan rencana 
kegiatan Sub Bidang. 
3) Kepala Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi 
Kepala Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasimempunyai 





































































































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa : 
1. Strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kantor Badan 
Keuangan Daerah sampai saat ini sudah cukup memadai,tetapi jika masih ada 
pegawai yang lalai dalam melakukan pekerjaannya, maka hal itu harus 
dipertegas oleh atasan untuk menegur bawahan yang lalai tersebut. Yang 
mana strategi-strategi tersebut adalah seperti : 
a. Melakukan pendataan wajib pajak 1x3 bulan, penetapan, pemungutan 
perbulan, dan penagihan secara door to door terhadap wajib pajak,dan 
pendataan ini dilakukan secara kontiyu,namun pendataan ini dilakukan 
mengingat sumber daya manusia maka pendataan dilakukan hanya 1 x 6 
bulan sekali. 
b. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukam 
intensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  untuk  pajak  hotel  dan 
restoran. 
c. Lembaga Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran yang berada di 
Kabupaten S i a k  tersebut  yang bertugas menyampaikan kepada Wajib 
Pajak Hotel dan Restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan 





d. Peningkatan   pengawasan   atau   system   pemantauan   di   lapangan 
(insidentil) terhadap pelaksanaan pungutan pajak hotel dan restoran di 
Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
2. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan 
restoran oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ini masih didominasi 
kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak,maka hal ini harus ditindak tegas agar 
Wajib Pajak bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan.yang mana kendala lain yang harus dihadapi oleh Badan Keuangan 
Daerah yaitu: 
a. Dari factor SDM,(rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk 
masih sangatlah rendah diindonesia yakni 1:5 penduduk,yang artinya 
beban SDM perpajakan masih sangat tinggi). 
b. Dan yang terakhir  permasalahan(tingkat kepatuhan perpajakan yang 
menurun drastis.hingga juni 2020 tingkat kepatuhan hanya 68,5% turun 
dari angka 73,7% pada tahun 2018). 
3. Kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Siak terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir selalu berfluktuasi 
dengan seiring meningkatnya wajib pajak hotel dan restoran, meskipun pajak 
hotel dan restoran mempunyai kontribusi nyata tentang berfluktuasinya pajak 
hotel dan restoran terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, 
maka pajak hotel dan restoran perlu ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan 







Dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka saran 
yang dapat dikemukakan adalah : 
1. Hendaknya dilakukan evaluasi kinerja guna mengetahui karyawan yang 
lebih ulet dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan,serta harus   
adanya   keterbukaan   antara   karyawan   dalam   melaksanakan pekerjaan 
guna meningkatkan kinerja antara satu dengan yang lainnya. 
2. Permasalahan system(ini perlu pengawasan yang dilakukan yakni memasang 
alat perekam data transaksi dan juga masih lemahnya penegakan umum 
terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah ini sendiri). 
3. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan 
restoran oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ini masih didominasi 
kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak,maka hal ini harus ditindak tegas agar 
Wajib Pajak bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 
4. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan 
meningkatkan program sosialisasi baik langsung maupun dengan 
menggunakan media. 
5. Serta untuk Wajib Pajak itu sendiri agar bisa melaksanakan kepatuhan 
perpajakan itu dengan baik dan lebih jujur terhadap kewajiban 
perpajakannya.agar pendapatan daerah tetap meningkat serta bisa berguna 
untuk kemajuan daerah itu sendiri. 
6. Upaya yang dilakukan oleh badan keuangan daerah kabupaten Siak adalah 





Bank Riau kepri dengan melakukan perjanjian dengan pihak Bank agar bisa 
mengetahui siapa aja dan berapa yang dibayar oleh Wajib Pajak itu sendiri dan 
menerapkan sistem sanksi denda berupa sanksi administrasi dan denda atas 
keterlambatan dalam membayar pajak 
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